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o EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
- BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK MEMBAYAR PAJAK DI PROVINSI RIAU

(UPT Samsat Simpang Tiga)
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Abgtrak :

Pengrimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau masih belum sesuai
dengan target realisasi yang diharapkan, hal tersebut disebabkan rendahnya
tinlgat kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan
bermotor. Untuk itu pemerintah mengeluarkan program pemutihan pajak untuk
mendorong wajib pajak yang telah lama gagal membayar atau menunda
membayar pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
Bagaimana Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT
Samsat Simpang Tiga) serta untuk mengetahui Hambatan-Hambatan dan
Pendukung Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Adanya program
pemutihan pajak mampu melebihi target penerimaan pajak kendaraan bermotor
seri‘ﬁ meningkatkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak karena denda
kete;;lambatan pajak akan dihapuskan pada saat pembayaran pajak. Selain itu
gb pajak juga dapat memperpanjang STNK serta dapat mengaktifkan kembali
pajak yang telah mati. Hadirnya Samsat Drive Thru, samsat tanjak, maupun
Sarfsat Keliling serta memasang informasi di sosial media mengenai program
pemutihan pajak menjadikan jangkauan program pemutihan pajak semakin luas.
Ak&R tetapi masih terdapat sebagian wajib pajak yang merasakan keluhan pada
sa pembayaran pajak kendaraan bermotor akibat pelayanan yang lambat, dan
antman yang panjang sehingga mengakibatkan wajib pajak enggan membayar
pamk kendaraan nya. Pelayanan petugas yang lambat itu disebabkan karena
sarana yang tidak memadai seperti computer, maupun jaringan yang tiba-tiba
maff, pada saat beroperasi sehingga pelayanan pembayaran pajak terhambat.

9]
oy

Kaﬁ Kunci: Efektivitas, Program Pemutihan, Pajak Kendaraan Bermotor.
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ABSTRACT
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EFFECTIVENESS OF THE MOTOR VEHICLE TAX REDUCTION
SPROGRAM IN INCREASING TAXPAYER COMPLIANCE WITH
“PAYING TAXES IN RIAU PROVINCE (UPT Samsat Simpang Tiga)

§_ By :
z DEVI PUSPITA SARI
— 12070523391
pa
w
Abstract :

Motor Vehicle Tax Revenue in Riau Province is still not in line with the expected
realization target, this is due to the low level of awareness of taxpayers in paying
motor vehicle tax. For this reason, the government has issued a tax whitening
program to encourage taxpayers who have failed to pay or delayed paying taxes
for a long time. The aim of this research is to find out how effective the motor
vehicle tax whitening program is in increasing taxpayer compliance in paying
taxes in Riau Province (UPT Samsat Simpang Tiga) and to find out the obstacles
and supports for the motor vehicle tax whitening program. This research uses
qualitative methods with descriptive approach. Data collection techniques in this
research are through observation, interviews and documentation. The research
results show that the tax whitening program is able to exceed the motor vehicle
tax revenue target and increase public participation in paying taxes because late
tax fines will be waived at the time of tax payment. Apart from that, taxpayers can
also extend their STNK and can reactivate dead taxes. The presence of Samsat
Drive Thru, Samsat Tanjak, and Samsat Keliling as well as posting information
on social media regarding the tax whitening program makes the reach of the tax
whitening program wider. However, there are still some taxpayers who feel
complaints when paying motor vehicle tax due to slow service and long queues,
which results in taxpayers being reluctant to pay their vehicle tax. The slow
service of officers is caused by inadequate facilities such as computers or
networks that suddenly shut down while operating so that tax payment services
are hampered.

u

Kafa Kunci : Effectiveness, Whitening Program, Motor Vehicle Tax.
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1.14 atar Belakang Masalah

= Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan banyak

n

mefakukan pembangunan di semua aspek untuk menciptakan masyarakat yang
sejé@tera. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional tentu bukan
tuggs yang mudah dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi
gecg;;rafis, jumlah penduduk, adat istiadat dan potensi sumber daya yang
berbedabeda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan
wewenang bagi setiap daerah untuk dapat mengatur, mengelola dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan daerahnya masing-masing dengan tujuan terciptanya
kemandirian daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Kontribusi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) harus senantiasa ditingkatkan merupakan salah satu tolak ukur
yart'_@ digunakan pemerintah untuk mengukur kemampuan daerah dalam
me?ilujudkan kemandirian daerahnya.

Pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari pungutan

kepada masing-masing individu atau pelaku usaha baik swasta maupun

@Jguw[s

pemerintah karena perolehan jasa berdasarkan peraturan-peraturan tertentu

IdARIU

disEbut sebagai pendapatan asli daerah. Daerah dapat memungut retribusi berupa

puni}utan pajak dari hasil penerimaan kekayaan daerah dan pendapatan asli
&

daégah lainnya yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, pemerintah
=

dag;rah harus memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah, salah satunya adalah

o]
PajEk Kendaraan Bermotor (PKB)

nery wisey|
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©
T Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan penerimaan

Q

pajgk berjalan seefisien mungkin adalah dengan membentuk peraturan
pe-rg{ndangundangan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan
paj%nya. Kepatuhan pajak mengacu pada administrasi yang tepat dan akurat dari
halgdan kewajiban perpajakan seseorang sesuai dengan undang-undang dan
perg;uran perpajakan yang berlaku. Masalah kepatuhan wajib pajak yang buruk
saréat penting, karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan dapat
me;gakibatkan taktik penghindaran pajak. Wajib pajak kendaraan bermotor yang
ter%mbat juga akan mendapatkan sanksi berupa denda wajib.

Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan,
pemerintah, khususnya pemerintah daerah, harus melakukan langkah-langkah.
Upaya yang dilakukan untuk memberikan program pemutihan sebagai upaya
insentif pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan inisiatif
pemerintah untuk menarik wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak
ker‘,cg"_g)araan bermotornya dengan membebaskan mereka dari sanksi keterlambatan
per;ibayaran selama waktu tersebut. Dengan tujuan meningkatkan penerimaan
paj%( kendaraan bermotor dan meringankan beban wajib pajak. Pemutihan
dipgfﬁdang sebagai cara bagi masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan
be@mtor yang belum dibayar tanpa dikenakan denda. Dengan demikian, inisiatif
pe%ﬂihan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

-

pe rgbayaran pajak kendaraan bermotor.

Pada tanggal 27 Januari 2023 Gubernur Riau mengeluarkan peraturan

Ag ue)

barE. Nomor 6 Tahun 2023 tentang pembebasan/pengurangan pokok pajak
Lo oY

nery wisey
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kerdaraan bermotor serta sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea
ba@ nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya. Dalam
Pegturan Gubernur tersebut, pelaksanaan program pemutihan dilakukan menjadi
duaitahap. Tahap pertama mulai 01 Februari sampai 31 Mei 2023. Sedangkan

=
tahap kedua, mulai 01 Juni sampai 15 Desember 2023.

’gébel 1.1 Daftar Pelaksanaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di

Provinsi Riau

N

Tahun

Woaktu Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan

nElyoe ) s

2019

15 Oktober-14
Desember 2019

Riau No 51
tentang

Peraturan Gubernur
Tahun 2019
Pembebasan/Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak  Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

2021

9 Agustus-9 November
2021

Peraturan Gubernur Provinsi Riau No
30 Tahun 2021 tentang Penghapusan
Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor Tahun 2021

2023

Tahap I: 1 Februari-31
Mei 2023

Tahap II: 1 Juni-15
Desember 2023

Peraturan Gubernur Provinsi Riau No
6 Tahun 2023 tentang
Pembebasan/Pengurangan Pokok
Pajak Kendaraan Bermotor Serta
Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Penyerahan
Kedua dan Seterusnya

Sa

AyEs1aATU) Jrwe|sy 3jels

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2019

ai 2023 kecuali tahun 2020 dan 2022 telah melaksanakan program

perutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam jangka waktu
9p]

yaré telah ditentukan dengan harapan dapat menarik minat masyarakat dalam

28}

-
megnbayar pajak.
S

nery wisey juie
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©
T Program pemutihan pajak adalah program yang dibuat oleh pemerintah
QO

untgk menarik minat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau
meE}bayar pajak. Hal ini dilakukan melalui program pemutihan yaitu dengan
perp%bebasan biaya denda bagi masyarakat yang telat membayar denda kendaraan
bergotor. Kantor Bersama Samsat Simpang Tiga juga turut menerapkan skema

perpzytihan pajak dengan harapan program pemutihan ini dapat membantu
c

mefiingkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak
QO

kendaraan bermotor dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah.

QO
=

Tabel 1.2 Rekapitulasi Penerimaan PKB dan Denda PKB Pada UPT
Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Tahun PKB (Rp) Denda PKB (Rp)| Jumlah (Rp) | Total Unit

2019 |163.472.311.259 | 5.031.242.646 | 168.503.553.905 | 184.835

2020 |152.505.819.681 | 3.675.351.637 | 156.181.171.318 | 153.925

2021 | 172.750.161.675 | 3.684.819.983 | 176.434.981.658 | 167.573

2022 | 187.350.248.334 | 6.859.532.208 | 194.209.780.542 | 181.489

%)
2023 174.450.754.213 | 447.686.162 174.898.440.375 | 154.971

Sumgbe r: UPT Samsat Simpang Tiga Tahun 2023

Tabel 1.2 menunjukkan rekapitulasi penerimaan PKB dari tahun 2019

2 o1u

sampai 2023. Pada tahun 2020 penerimaan PKB, denda PKB, dan wajib pajak

galami penurunan. Pada pada tahun 2021 sampai tahun 2022 penerimaan

3
@D
ISSIDA

mengalami peningkatan akan tetapi meskipun penerimaan PKB mengalami

)
S 1843

=)

pemingkatan denda PKB wajib pajak belum tentu menurun. Pada denda PKB

grel

tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam

neny wisey| Jjueig
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©

melakukan pembayaran pajak. Dan pada tahun 2023 penerimaan PKB mengalami

V)

per;arunan lagi tapi tidak dengan denda PKB nya.

Sumber : UPT Samsat Simpang Tiga Tahun 2023

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 wajib pajak yang

©

®  Tabel 1.3 Wajib Pajak Yang Membayar Pajak dan Wajib Pajak Yang
3 Tidak Membayar Pajak Pada UPT Samsat Simpang Tiga Tahun
= 2022-2023

=
No | Tahun Yang Membayar Pajak | Yang Tidak Membayar Pajak
¥ | 2021 167.573 7.722

2 | 2022 181.489 6.283

& 2023 154,971 11.749

—

QO

2

QO

me%bayar pajak berjumlah 167.573 dan yang tidak membayar pajak berjumlah

7.722. Sedangkan pada tahun 2022 wajib pajak yang membayar pajak berjumlah

181.489 dan yang tidak membayar pajak berjumlah 6.283. Dan pada tahun 2023

wajib pajak yang membayar pajak berjumlah 154.971 dan yang tidak membayar

pajak berjumlah 11.749.

Tabel 1.4 Realisasi Penerimaan Pajak Pada Program Pemutihan
Pajak Kendaraan Bermotor Serta BBN-KB Pada UPT Samsat

Simpang Tiga Provinsi Riau Tahun 2023

oA

o

®
Ng" | Waktu Penerimaan Unit Jumlah Uang (Rp)
B Februari 8.140 13.312.046.266
2 Maret 6.759 9.932.682.000
& April 4.816 7.684.456.500
4 Mei 11.091 17.642.805.303
5 Juni 3.986 5.066.872.100
6 Juli 5.182 6.632.160.049
s Agustus 7.660 10.753.747.500
8= September 4.306 5.171.360.987
g Oktober 4.657 6.467.301.350
16~ November 5.179 7.277.927.300
1% Desember 4.911 7.905.819.749
oA Total 66.687 97.847.179.104

Suriber: UPT Samsat Simpang Tiga Tahun 2023

nery wisey j
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T Table 1.4 menujukkan realisasi penerimaan pajak pada program
QO

per;;utihan pajak kendaraan bermotor serta BBN-KB pada tahun 2023. Dapat

©
dilifat dari tabel tersebut realisasi penerimaan tertinggi terjadi di bulan Mei

derjrggan jumlah penerimaan mencapai Rp.17.642.805.303 dan wajib pajak yang
-~
meggikuti program pemutihan tahun 2023 sebanyak 66.687.

i Dalam studi kasus ini daerah Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi
c

Ridd yang sedang berkembang menjadi kota madani yang tingkat populasinya
QO

makin meningkat setiap harinya, Masyarakat mau tidak mau menggunakan

QO
kenelaraan untuk bertransportasi untuk membantu dan memudahkan pekerjaan

sehari-hari. Pemerintah menyediakan transportasi umum kepada masyarakat
seperti bus trans dalam kota. Tetapi banyak masyarakat yang lebih memilih
menggunakan transportasi pribadi dikarekan keefektivitasan dan efesiensinya.

Namun dibalik itu muncul masalah baru yaitu masyarakat terkadang lupa
atau lalai akan kewajiban yang harus ia penuhi contohnya dalam pembayaran
paj% yang masih terus menerus tidak mencapai target yang di tetapkan , yang
pad% dasarnya pajak kendaraan sangat berpengaruh dalam menaikkan pendapatan
asl%,daerah ( PAD ). Maka dari itu Pemerintah Provinsi Riau mengadakan
program pemutihan pajak pada tahun 2023 untuk menarik minat masyarakat
untlzk membayar kewajiban tahunan kendaraan yang mereka miliki demi
méﬁ?ngkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

-

g Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan tindakan yang

—

diafhbil oleh pemerintah sebagai pengatur negara untuk mendorong wajib pajak

N
ya@ telah lama gagal membayar atau menunda membayar pajak. Keterlambatan

I

nerny wisey J
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©
pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, masyarakat yang tidak membayar pajak
QO

sesﬁai waktu yang telah ditetapkan akan mengalami penunggakan sanksi
adr-cgjginistrasi. Pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor
ma?_ih diberlakukan beberapa Provinsi di Indonesia. Pemberlakuan pemutihan
pa@(_ kendaraan bermotor di tujukan untuk dapat meringankan beban masyarakat.
Ad%lya pemutihan pajak masyarakat hanya membayar pajak pokok kendaraan
be rijotor tanpa harus membayar denda dan sanksi keterlambatan.

% Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan
ber‘QF)notor, pemerintah dapat melakukan upaya pemeriksaan kendaraan bermotor
dengan cara diadakannya operasi kepolisian. Pemeriksaan dan penindakan yang
berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan ketentuan
mengenali tata cara pemeriksaan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Operasi
Kepolisian adalah beberapa penanganan dalam bentuk aksi turun ke lapangan
dengan tujuan pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap apapun yang
mefé)gganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang
pelgksanaan akan ditentukan dengan batas waktu, sasaran, cara bertindak,
ket;,%:[libatan, kekuatan, hingga dukungan dari pihak - pihak tertentu dalam bentuk

tug& yang ketentuannya sudah diatur, sehingga dalam hal ini memungkinkan

<
da@t meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

I

< Pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat melalui program

Jo

pergUtihan pajak kendaraan bermotor. Melalui kebijakan pemerintah yaitu

3

derigjan menyelenggarakan program pemutihan pajak yang diharapkan para wajib

S

pajak kembali membayar pokok pajak kendaraan miliknya, dengan adanya

II
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pemberian keringanan insentif pajak dilaksanakan guna meningkatkan
QO

per;;rimaan pajak daerah dan mengurangi penunggakan pajak yang terjadi.

S Upaya untuk mengevaluasi kemajuan suatu program dapat dilakukan
deriggan menggunakan gagasan efektivitas, yang mengutamakan pencapaian
tuj;;n yang telah ditentukan sebelumnya. Banyak elemen yang berkontribusi
tergdap keberhasilan program, termasuk efisiensi, kecukupan, kesetaraan atau
perﬁerataan, daya tanggap, dan akurasi. Kemudian jika dikaitkan dengan program
peri);Jtihan pajak kendaraan bermotor, maka perlu dicermati apakah program
pel‘nﬁ)utihan pajak kendaraan bermotor di Samsat Simpang Tiga sudah efektif
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau belum.

Sejalan dengan hal tersebut peneliti menemukan beberapa fenomena

permasalahan dilapangan dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

<
=
—
=

Banyaknya tunggakan pajak kendaran bermotor dan bea balik nama
kendaraan bermotor

Masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Riau Badan Pendapatan Daerah melalui pihak Kantor UPT
Samsat Simpang Tiga dalam hal terkait sosialisasi program pemutihan
kendaraan bermotor sehingga hal ini membuat masyarakat minim akan
pengetahuan tentang program tersebut.

Masih banyak masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan
karena minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu

sendiri.
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Q
& . Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan program
g o
E : pemutihan yang dibuat oleh pemerintah sehingga target penerimaan pajak
= - .
£ o tidak efisien.
(=]
c 3 : . .
g — Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
& =
= -~
“-’c perelitian dengan judul “’Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan
- —
Q.
Z
§ Be gpotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Di

Prc&insi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga)”.
QO

1.25;?Qumusan Masalah

. Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan diatas, maka rumusan
masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak di
Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga)?

Apa Saja Hambatan-hambatan dan Pendukung Program Pemutihan Pajak

Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga)?

q dIure[sy 33eiG,

1.3% ujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan
ya dlkajl tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
Untuk Mengetahui Efektivitas program Pemutihan Pajak Kendaraan
Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak

di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga)
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‘nery eysng NiN uizi edue) undede ynuaq wejep 1ul sin} eAiey yninjas neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw buele|q 'z

AVIE VISNS NIN
(I

&

‘nery eysng NN Jefem buek uebunuaday ueyibniaw yepn uedinbuad “q

"yejesew nens uenelun neje YUy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesinuad ‘uenguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad ‘e

b)

g

nidl

h

:Jaquuns ueyingaAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ui sin) eA1ey yninjes neje ueibeqes dynbusw Buelejq °|

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3di yeH

1.

nery exsnamlrgﬁ!l!w e1dio YeR” ©

nery wiseyf jrredAg uejng jo AJISIaATU() dSIWE[S] JeIS

10

Untuk Mengetahui Hambatan-hambatan dan Pendukung Program
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan
Wajib Pajak Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang
Tiga)
anfaat Penelitian
Manfaat Teoritis

Agar dapat mengembangkan pengetahuan bagi pembaca secara umum
mengenai Efektivitas Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan
Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak
di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga).

Manfaat Akademik

Agar dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam program pemutihan
sanksi pajak dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian
penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan dengan teori
efektivitas dan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran.

Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai
rekomendasi untuk menaikkan pendapatan asli daerah melalui yang
strategis salah satunya program pemutihan sanksi pajak kendaraan yang
nantinya dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan lain sebagainya
Bagi Institusi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai
pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan
mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Administrasi Negara tentang

program pemutihan sanksi pajak kendaraan.
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Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi

tentang program pemutihan sanksi pajak kendaraan sehingga dapat

meringankan beban masyarakat akan denda pajak dan meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak tersebut dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah.

istematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan ini

<

gai berikut ini:

: PENDAHULUAN
Dalam BAB | ini pendahuluan berisikan tentang latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta
sistematika penulisan.

: KAJIAN TEORI
Dalam BAB Il ini mengemukakan teori yang melandasi
pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian, yang
terdiri dari: kajian teori, definisi konsep, konsep operasional dan
kerangka pemikiran.

: METODOLOGI PENELITIAN
Dalam BAB 11l ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi
dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan
data dan analisis data.

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada BAB IV dalam penelitian ini memuat infomasi mengenai

lokasi penelitian dan struktur organisasi dari lokasi penelitian.
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Pada BAB V akan menguraikan hasil dan pembahsan mengenai
Pada BAB VI memuat informasi kesimpulan dan saran dari

Z
<
)
<
<
Ll Q =
o o S
zZ = S
< S o o
(@) < -] =
S <
— I )
— wn U wn
n) 3o Z o
< E w S
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© %m kcipta 3%_ ik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
m oM
/\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._,.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Mf \.ﬂ a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Iul:\.n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusearay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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o=
o LANDASAN TEORI
=
® _ -
2.1-Pengertian Efektivitas
i Sondang P Siagian (2008:4) berpendapat efektivitas adalah pemanfaatan
(=

sumEer daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

dite%pkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan

yang7>T dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilannya dari segi

tercg')ainya tidaknya sasaran yang ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin
&

mendekati sasaran maka berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya.

Efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu
administrasi yang berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas
kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Kegiatan
dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa
mepampakan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang

=)
dicapai. Maka dengan demikian efektivitas dapat kita katakan sebagai ketetapan

w»
harg”pan, implementasi, dan hasil yang dicapai (Makmur, 2011:5).

IU

E Adapun menurut Mahmudi (2005:92), efektivitas adalah hubungan antara
=

output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap
m

f

penfgapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
<

Eféktivitas befokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai
w

efeﬁif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan
jo¥]

=
atagudikatakan spending wisely.

13
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Adapun rumus rasio efektivitas menurut Mahmudi adalah sebagai berikut:

Rasio Efektivit PKB_Realisasi Penerimaan PKB 100%
asio Efektivitas "~ Target Penerimaan PKB X °

Sedangkan Indrawijaya (2010:175) mendefinisikan efektivitas sebagai

lw e}dio yeH @

tian(at pencapaian organisasi jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara).
(=

Peﬁgjlihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat mengevaluasi dan

tingRat kehidupan organisasi.

)
~ Kemudian William Dunn (2013) berpendapat bahwa efektivitas

QO
megﬂpakan tindakan atau pelaksanaan tujuan dari perencanaan suatu organisasi.
Efecktivitas yang berkenaan dengan aspek teknis pelaksanaan dan selalu diukur
dengan kemampuan Kkinerja suatu organisasi. Suatu organisasi dalam
melaksanakan kebijakan sangat membutuhkan efektivitas kinerja sumber daya
manusia sebagai tindakan yang mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas dengan
menggunakan indikator teori efektivitas sebagai berikut: efisiensi, kecukupan,

perataan, dan responsivitas dan ketepatan.

Selajutnya Subagyo (2000) mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian

jels

antgra output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan
yanfgi terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan
dern:gan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu
dikéiakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana
ya[%f dikehendaki sebelumnya (Gie, 1997). Lalu Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KI%_)BI) mendefinisikan efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau
akizﬁt yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan
=

dagsuatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai

oS ]
tidagnya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan (Sastria, 2005).

nery wisey
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©
T Dan menurut Hidayat, (2011:18) bahwa efektifitas adalah suatu ukuran

Q
perﬁsahaan yang menyatakan seberapa target yakni kuantitas, kualitas dan waktu
tel-a% tercapai secara jauh, dimana makin besar persentase target yang dicapai
maga akan makin tinggi efektifitasnya.
2.1§ Indikator Efektivitas

Z Melakukan perbandingan antara perencanan yang sudah disetujui dengan

(0p)

hasi] yang didapatkan dari perencanaan yang telah dilaksanakan merupakan salah
-~
sattf cara untuk mengukur efektivitas. Akan tetapi, apabila hasil yang diperoleh

dag rencana yang telah dilakukan tidak sesuai atau tidak tepat sehingga tujuan
atau sasaran yang hendak dicapai tidak terwujud, maka hal yang demikian tidak
dapat dikatakan efektif.

Efektivitas pajak merupakan rasio hasil antara pemungutan pajak yang
diterima dengan potensi pajak yang dapat diterima, dengan asumsi semua wajib
pajak membayar tunggakan pajaknya. Efektivitas pajak ini terkait dengan semua
tahga,;))an-tahapan administrasi penerimaan pajak, dalam menentukan wajib pajak,

dargmembukukan penerimaan.

Menurut Dunn, sebagaimana dikutip oleh Pungky Dwi Martadani dan

1e]S]

Di%a Hertati, indikator efektivitas mencakup berbagai karakteristik yang dapat
(@:
diggnakan untuk menentukan efektivitas dengan menggabungkan beberapa

<
mo§e| yaitu:

I

Efficiency/Efisiensi
Dalam pelaksanaan program pemutihan sendiri efisiensi di
perlukan untuk suatu target pencapaian guna mendapatkan pencapaian

atau hasil yang di inginkan dari program tersebut.

neny wisey jireAg uejpng jou}
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Aducuacy/Kecukupan

Indikator Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu
tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang
menumbuhkan adanya masalah. Dalam program pemutihan sendiri
indikator kecukupan di perlukan karena untuk mengukur sejauh mana
keberhasilan program tersebut melalui perbandingan dari realisasi yang di
dapatkan dengan target yang di tetapkan. Untuk mengetahui efektivitas
dari pelaksanaan program pemutihan melalui Indikator Kecukupan
dengan sasaran kajian yaitu dengan adanya program pemutihan dapat
membantu dan meringankan masyarakat dalam pembayaran pajak
kendaraan yaitu dengan adanya penghapusan denda pajak
Equity/Perataan/Kesamaan

Dalam program pemutihan Indikator Perataan sangat di perlukan
karena di gunakan untuk mengukur sejauh mana manfaat dan kesempatan
ketika sebelum adanya program dan sesudah adanya pelaksanaan
program. Untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan program
pemutihan melalui Indikator Perataan dengan sasaran kajian yaitu manfaat
dan kesempatan yang merata dengan memanfaatkan kebijakan yang di
adakan oleh pemerintah yang berupa pemberian pembebasan denda pajak
bagi wajib pajak yang terlambat bayar pajak maupun wajib pajak yang
kendaraannya telah lama mati pajaknya sehingga bisa kembali

mnghidupkan pajak kendaraanya dengan mengikuti program pemutihan.



‘nery eysng NiN uizi edue) undede ynuaq wejep 1ul sin} eAiey yninjas neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw buele|q 'z

AVIE VISNS NIN
(I

&

‘nery eysng NN Jefem buek uebunuaday ueyibniaw yepn uedinbuad “q

"yejesew nens uenelun neje YUy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesinuad ‘uenguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad ‘e

b)

g

nidl

h

:Jaquuns ueyingaAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ui sin) eA1ey yninjes neje ueibeqes dynbusw Buelejq °|

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3di yeH

az

S ue}[ng Jo AJISIdATU() DIWR]S] 3}e]§

1IeA

nerny wisey J

nery ejysng NiNY!iw ejdido yeq @

17

Responsiveness/Responsivitas

Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh
suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai
kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan
dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan
setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika
suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah
dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif
berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.
Appropriateness/Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan
pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dalam
program pemutihan ketepatan sangat penting karena dalam hal pemutihan
ketepatan tersebut adalah tepat dalam sasarannya yaitu untuk mendorong
penunggak pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga ketepatan
di sini di tujukan pada wajib pajak dengan memberikan keringanan dan
penghapusan denda agar wajib pajak kembali membayar pajak. Untuk
mengetahui efektivitas dari pelaksanaan program pemutihan melalui
ketepatan dengan sasaran kajian yaitu meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, serta sasaran program,
waktu pelaksanaan program dan tujuan program yang tepat.

Kemudian menurut Duncan yang di kutip oleh Steers mengemukakan

entang teori pengukuran efektivitas, yaitu:
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Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus
dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan
akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti
pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti
periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu:
Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu
organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan
komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi
menyangkut proses sosialisasi.
Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri
dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan
dan pengisian tenaga kerja.

Sedangkan menurut Sutrisno (2010) bahwa indikator efektivitas adalah

tindakan untuk mencapai hasil yang telah di tentukan sebelumnya. Dimana

tujggn dan hasil harus berjalan seimbang dan tidak saling berlawanan untuk
<

m
meficapai nilai yang efektif.

-

Adképun indikator efektivitas program terdiri dari:
-~

c:’.‘13) Pemahaman program: realisasi program sehingga program dapat berjalan

neny wisey Jruedg uej|

dengan lancar, pemahaman program sangat diperlukan oleh para sasaran

program agar program berjalan dengan baik.
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©

n:)2) Ketepatan sasaran: sasaran yang dituju harus berkesesuaian dengan aturan

: yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan

©

& dengan efektif.

%) Ketepatan waktu: suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan

z waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu

i program maka semakin efektif pula program tersebut.

%) Tercapaianya tujuan: apabila semakin memberikan manfaat suatu program

Q_;t)q maka semakin efektif pula program tersebut.

%) Perubahan nyata: suatu program dikatakan efektif apabila program
memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran
program

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Mardiasmo (2011) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas
7))

Ne&ra berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang
(¢

Iangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

=]
umﬁm. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang

n

digdnakan untuk kepentingan masyarakat.
<

Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

A31813

g

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan: "Pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

eIEhG J

berggfat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan

A

oS ]
sed__éhra langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya

nery wisey
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©

kemakmuran rakyat”. Sedangkan, pengertian pajak dalam Pasal 1 ayat (2)
QO

o=

Unelang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diperluas:
©

"Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk

3
Bea- Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah,
-~

berfdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Hanggoro
Z

Parﬁcmngkas).

% Rochmat Soemitro (1990:5) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat
kepa;gda kas negara bedasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidalck mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2007).

Andriani (2000) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran kepada negara
(yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung
dag_e:t ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum

Y

berfiubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

w»
2.2% Fungsi Pajak

oI

€. Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat

=
unél.k menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat
®
poEék dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan
mu;l;gkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.
Urgjmnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi pajak budgetair
da%i‘ungsi regulerend (Sony Devano, 2006: 25).

nerny wisey J



‘nery eysng NiN uizi edue) undede ynuaq wejep 1ul sin} eAiey yninjas neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw buele|q 'z

AVIE VISNS NIN
(I

&

‘nery eysng NN Jefem buek uebunuaday ueyibniaw yepn uedinbuad “q

"yejesew nens uenelun neje YUy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesinuad ‘uenguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad ‘e

b)

g

nidl

h

:Jaquuns ueyingaAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ui sin) eA1ey yninjes neje ueibeqes dynbusw Buelejq °|

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3di yeH

neny wisey jireAg uejng jo A}ISIaAru dIWe[S] 333§

o Nely eysng NN Y!lw eydipiey @

21

erikut ini merupakan empat fungsi dari pajak, yaitu :

Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar yang

dikumpulkan dari para wajib pajak. Pendapatan dari pajak tersebut

nantinya akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran

pemerintah dan juga membiayai pembangunan nasional. Dengan begitu

maka Fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dengan

tujuan untuk menyeimbangkan antara pemasukan negara dengan

pengeluaran negara.

Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan

melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Misalnya, menaikkan harga bea masuk dari luar negeri untuk melindungi

produksi dalam negeri. Beberapa fungsi regulasi tersebut yaitu:

1. Pajak dapat dipakai sebagai instrumen penghambat laju inflasi

2. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan aktivitas
ekspor, misalnya pajak ekspor barang.

3. Perlindungan terhadap produksi dalam negeri dengan menaikan bea
masuk bagi produk luar.

4. Pengaturan pajak untuk menarik investasi modal guna meningkatkan
produktifitas perekonomian.

Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian di suatu

negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pajak dapat digunakan
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untuk mengendalikan laju inflasi yaitu dengan mengurangi jumlah uang
yang beredar di masyarakat dengan cara memungut dan menggunakan
pajak secara efektif dan efisien.

Adapun manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari empat
fungsi pajak tersebut adalah:
1. Pengadaan subsidi pangan
2. Pengadaan subsidi transportasi umum
3. Pengadaan dan perbaikan fasilitas umum (jalan, jembatan, trotoar,

sekolah, dan lainnya)

4. Pengadaan subsidi kesehatan
5. Pengadaan subsidi pendidikan dan lain-lain
Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan
pembagian antara pendapatan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan
masyarakat. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk pembangunan
infrastruktur secara merata sehingga tercipta berbagai lapangan kerja baru
secara nasional. Pembangunan yang merata akan membantu perputaran
ekonomi yang semakin baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat

secara merata di berbagai daerah.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:
Official Assessment System

Pemerintah (fiskus) diberikan wewenang untuk menentukan besaran

ajak terutang oleh wajib pajak dalam sistem pemungutan ini.
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Ciri-cirinya:

1) Pasif merupakan sifat wajib pajak

2) Ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak, maka utang pajak
akan timbul.

3) Jumlah pajak terhutang ditentukan oleh Fiskus

Self Assessment System

Wajib pajak diberikan wewenang dalam mengatur jumlah pajak yang

arus dikeluarkan dalam sistem pemungutan pajak ini.

Ciri-cirinya:

a) Setiap wajib pajak diberikan wewnang untuk mengatur jumlah pajak
terutangnya sendiri.

b) Menghitung, menyetor dan melaporakan sendiri pajak yang harus
dikeluarkan merupakan kegiatan aktif yang harus dilakukan oleh waiib
pajak.

c) Pemerintah atau fiskus bertugas untuk mengawasi dan tidak boleh ikut
campur.

With Holding System

Pihak ketiga (orang atau lembaga yang bukan merupakan wajib pajak atau

iskus) diberikan wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus

ikeluarkan oleh wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak ini.

Pihak ketiga atau pihak lain yang bukan wajib pajak atau fiskus yang

enentukan besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah ciri

tama dari with holding system.
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Pengelompokan Pajak

Menurut golongannya

1)

2)

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul
sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang
lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.
Contoh: Pajak Penghasilan

Pajak tidak langsung adalah, pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal
tertentu tau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai

Menurut sifatnya

1)

2)

Pajak Subyektif, yaitu perpajakan yang berasal dari atau berdasarkan
suatu pokok, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh:
Pajak Penghasilan.

Pajak objektif yaitu sistem pajak yang tidak memperhatikan keadaan
diri wajib pajak dan hanya berpacu pada objek yang ia miliki. Pajak
penjualan barang mewah atau pajak penambahan nilai adalah contoh

dari pajak jenis ini.

Menurut lembaga pemungutnya

1)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk
mendanai rumah tangga negara. Pajak pusat meliputi bea materai,
pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak barang

mewabh.
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©
I 2) Pajak yang diguakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan
QO
e
o dikutip oleh pemerintah daerah disebut sebagai pajak daerah.
©
o Ada dua jenis, yaitu :
=
- a) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan
=
< pajak hiburan.
i
g) b) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak
)]
2 Bahan Bakar Kendaraan.
A . .
2.2.5 Sanksi Perpajakan
c

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi,
dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak
tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan Semakin tinggi atau
beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak (Mardiasmo, 2014).

gg Penerapan sanksi ditetapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban
perf;gajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang

—

pergajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan
);;c

ter@nuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat
=

mefiingkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.
w

Sanksi diklasifikasikan menjadi dua kategori dalam perpajakan:

15 jo A31

administratif dan pidana. Bagi wajib pajak yang melanggar peraturan pajak akan

di

>

akan sanksi administratif, sedangkan sanksi pidana dikenakan terhadap

fAg Beyy

orafig lain. Beberapa wajib pajak menghadapi kedua bentuk sanksi tersebut.

I
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©
QI) Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:
: a. Bunga dan kenaikan atau pembayaran kerugian kepada negara
S merupakan jenis sanksi administratif.
i b. Sanksi pidana termasuk penyiksaan atau penderitaan. Ini adalah upaya
z terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh otoritas pajak untuk
i memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak.
2 Bunga, denda dan kenaikan merupakan tiga jenis sanksi administratif

me;yrut ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

QO
&

Dengan demikian, sanksi perpajakan merupakan sesuatu yang negatif
dapat berupa denda dan akan diberikan ketika seorang wajib pajak yang
melanggar peraturan pajak yang sedang berlaku baik itu disengaja maupun tidak
disengaja.
2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah
befé)sarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan
per;ibiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Ketentuan pokok
ten%ng pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-
un(_ﬁng yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
ten:ﬁ)@ng Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pengaturan mengenai

pu@utan pajak daerah ditetapkan dalam peraturan derah (Darwin, 2010:99).
-~

g Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah

—

korifribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
N
be?éifat memaksa bedasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan
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secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
QO

Marihot P. Siahaan (2004: 51-52) Pajak adalah iuran wajib pajak yang

dili(ukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung
-~
yang seimbang yang dapat dipaksakan bedasarkan peraturan perundang-undangan

yarﬁ berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

c
da€fah dan pembangunan daerah.
QO

20 Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah oleh wajib pajak yang

)

bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang telah

diatur dalam Undang-undang. Pajak daerah adalah pajak yang telah ditetapkan

dan dipungut oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan

dan pembiayaan pembangunan daerah yang tertera dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD).

Tabel 2.1 Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut UU No

29 Tahu 2009

Jenis Pajak

Nama Pajak

Pajak Provinsi

. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

. Pajak Air Permukaan

. Pajak Rokok

Pajak
Kabupaten/Kota

. Pajak Hotel

. Pajak Restoran

. Pajak Hiburan

. Pajak Reklame

. Pajak Penerangan Jalan

. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
. Pajak Parkir

. Pajak Air Tanah

. Pajak Sarang Burung Walet
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& 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
2 Perkotaan
o 11. Bea Perolehan Hak atas Tanh dan Bangunan
©
Sur?beer: UU No 28 Tahun 2009
2.4Pajak Kendaraan Bermotor
(=
= Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor seperti

ke @araan beroda dua atau roda banyak serta gandengannya yang digunakan pada
)]

serfua jenis jalan darat dan di dorong oleh peralatan teknis seperti motor atau
Py

perangkat konversi energi lain disebut sebagai pajak kendaraan bermotor (PKB)
c

dan pajak jenis ini masuk ke dalam jenis Pajak Provinsi dan Pajak Daerah.

Menurut Peraturan Gubernur Riau, Tata cara pemungutan pajak
kendaraan bermotor dan bea balik nama diatur dalam Pasal 2 Nomor 6 Tahun
2023. Yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah semua kendaraan
beroda dan gandengannya yang digerakkan oleh mesin dan digunakan pada
segfé]a bentuk jalur darat. Teknologi terapan berupa motor atau peralatan lain
yangy mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak bagi
kerg@araan bermotor, termasuk alat berat dan masif yang beroperasi melalui roda
dar(::motor serta tidak terpasang secara permanen. Hasil pemungutan pajak

kenfgaraan bermotor digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pajak yang dikenakan terhadap berbagai jenis kendaraan yang digunakan

di jalan darat baik itu roda dua maupun lebih berserta dengan gandengannya dan

IIBS jo Aj1s

@e

digérakkan menggunakan alat-alat teknik berupa motor atau tenaga lain serta

S

1A

perdlatan besar yang bergerak disebut sebagai pajak kendaraan bermotor.
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Adapun Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor

ENeH O

yai

di

Peraturan Daerah Provinsi Riau No 13 Tahun 2002
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2010
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengan No 3 Tahun 2002

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nol Tahun 2002

2.5 Pemutihan Pajak

NEIYFEASNS Ndd ! W2}

Pemutihan memiliki arti pembebasan pembayar pajak dari pajak tahun-
tahun sebelumnya atas komoditas atau aset yang telah mereka miliki selama
beberapa tahun. Pemerintah daerah menggunakan pengurangan pajak mobil
untuk menarik pembayar pajak yang tertinggal dalam pembayaran pajak mereka
agar segera melunasinya. Pajak yang terlambat dibayarkan akan menimbulkan
denda bagi wajib pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan biasanya denda/sanksi
paj;@ dihapuskan oleh pemerintah melalui Peraturan Gubernur untuk
mei:goptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong
ma%arakat untuk membayar pajak kendaraannya.

g Kebijakan pemutihan pajak ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah
maé.ng-masing untuk memudahkan wajib pajak agar tidak mengalami kendala
dalér'n melakukan pembayaran pajak. Pemerintah Provinsi Riau juga turut
me%}gadakan program keringanan sanksi administratif atau dikenal dengan

&

periutihan pajak yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
=

Stsé’fegi pemutihan pajak ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait
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©
pragram pemutihan pajak dengan menggunakan media komunikasi, antara lain
QO

megia cetak seperti koran dan media sosial.

E Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa pemutihan pajak kendaraan
oleapemerintah merupakan upaya untuk memulihkan ketertiban bagi wajib pajak
yarg telah tertinggal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk jangka
Wagu yang lama. Kebijakan ini menjadi motivator bagi warga untuk menjadi
Wa&) pajak yang bertanggungjawab.

Q_;t)q Berikut penjelasan Dalam Peraturan Gubernur Pasal 2 dan 3 Nomor 6
Tal%n 2023 terdapat dijelaskan beberapa point penting yakni diantara nya
sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pembebasan pokok PKB Terutang dan BBN-KB Penyerahan Kedua
dan Seterusnya diberikan kepada wajib pajak yang tidak bayar sejak
berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun yang bersangkutan.

(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PKB
Terutang tahun keempat, kelima, dan seterusnya.

(3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk
kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi dan mutasi keluar Daerah.

(4) Pemberian Pengurangan PKB sebesar 50% (lima puluh persen)
terhadap mutasi masuk dari luar Daerah untuk kendaraan bermotor
pembuatan sebelum tahun 2022.

(5) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berdasarkan permohonan wajib pajak yang berbadan usaha kepada
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Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan dengan Format
sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6) Pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya berlaku
terhadap wajib pajak yang melakukan:
a. Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat perubahan kepemilikan
dalam Daerah:

b. mutasi masuk (dari luar Daerah) maupun mutasi antar

nery ejxsng NiNY!iw ejdido yeq @

Kabupaten/Kota di Daerah dikecualikan mutasi keluar Daerah:

c. penyerahan karena hibah dan warisan, dan/atau
d. Lelang kendaraan bermotor di dalam Daerah/Luar Daerah.

(7) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk
kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2022.

Pasal 3

(1) Pembebasan Sanksi Administrasi PKB diberikan kepada Wajib
Pajak yang tidak bayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.

(2) Dikecualikan dari pembebasan Sanksi Administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar Daerah.

(3) Pembebasan Sanksi Administrasi BBN-KB kepemilikan kedua dan
seterusnya diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ayat (6).

Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan aturan penghapusan sanksi

S ue}[ng Jo AJISIdATU() DIWR]S] 3}e]§

ad@inistrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan

I
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Gubernur Riau (Pergub) Nomor 6 Tahun 2023 ini berlaku 9 bulan, untuk warga
QO

Ria?lj yang memiliki tunggakan pajak agar bisa melakukan pembayaran sampai

©
dergan tanggal berakhirnya pelaksanaan program pemutihan atau penghapusan.
3

2.6iepatuhan Wajib pajak

(=
= Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau

Z
patg)h pada ajaran atau aturan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan
pergajakan. dengan adanya hubungan wajib pajak yang patuh, maka kepatuhan
pajé?( artinya sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban
perpajakan dan melaksanakan hal perpajakan (Rayahu, 2012).

Kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar
pajak merupakan faktor yang penting dalam hal upaya pemerintah untuk
meningkatkan penerimaan pajak. Keadaan perpajakan yang memaksa wajib pajak
untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pajaknya menuntut tingkat kepatuhan
wajib pajak yang tinggi, misalnya dalam hal komitmen perpajakan. Karena
seb%gian besar pekerjaan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dilakukan oleh
Waéb pajak, bukan oleh otoritas pajak yang bertindak dalam posisinya sebagai
periiungut pajak. Akibatnya, sistem perpajakan Indonesia tunduk pada kepatuhan
(se?l{ assessment). Kepatuhan pajak sangat penting karena orang bertanggung
jav%b untuk menentukan tanggung jawab pajak mereka sendiri dan kemudian

meﬁqbayar, melaporkan pajak dengan tepat dan segera.
7))

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan patuh dan sadar akan

uej[n

kegajiban perpajakannya, yang ditunjukkan dengan pendaftaran, penyampaian
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Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan penghitungan dan pembayaran pajak
QO
-~

yang terutang, serta pelunasan tunggakan.
M:Eam-Macam Kepatuhan
i Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:
z a. Kepatuhan formal: keadaan di mana wajib pajak secara formal
i mematuhi ketentuan formal undang-undang perpajakan
2 b. Kepatuhan materi: suatu keadaan di mana wajib pajak sesuai dengan
Q_;t)q semua ketentuan materi pajak, yaitu isi dari undang-undang
QC) perpajakan. Kesesuaian resmi dengan persyaratan material termasuk
dalam kepatuhan terhadap persyaratan material. Wajib Pajak yang
menunjukkan kepatuhan yang signifikan adalah Wajib Pajak yang
telah melengkapi surat pemberitahuan secara lengkap dan tepat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikannya
kepada KPP sebelum batas waktu berakhir.
w

2.7%andangan Islam Tentang Pajak
;, Pajak dalam pandangan agama islam dapat dikenakan kepada wajib pajak,

pajzk ditarik atas dasar pengenaan terhadap subjek pajak. Seorang pemimpin

dapé{ mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak karena mempunyai

ke\éenangan untuk menarik pajak menurut Gusfahmi (2007). Alasan kaum
<

muSlimin menunaikan pajak yang ditetapkan negara adalah karena sebagai

7))
ke l’é.i kan dan tagwa yang harus dipenuhi sebagai warga negara

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Bagarah:195
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2 @ (2 o ¥ w/;o?,‘ K [ Z‘ﬁﬂo’“ of f,‘ P fi.,z/ .
5 O el Al ) Y51 salBaSonl ) Jass ) gasi) 5od
e
(@) AT (B g
= u.\:\.t.nMj\ ) oV
o
=
— Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan
i janganlah  kamumenjatuhkan  dirimu  sendiri  kedalam
- kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah
Z menyukai orang-orang yang berbuat baik (Qs. Al-Bagarah:195)
w
= Maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama
=L

kawn muslimin di indonesia), yaitu kewajiban dalam menunaikan zakat dan pajak
Py

sekaligus.
c

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No | Nama Penulis | Judul Penelitian | Hasil Penelitian Perbedaan
1 Pungky Dwi Efektivitas Berdasarkan hasil ~ |Penelitian ini
Martadani, Dianapelaksanaan penelitian mengenai menggunakan
Hertati (2019). |program pemutihan|Efektifitas metode deskriptif
c,Public pajak kendaraan  |Pelaksanaan Program [kualitatif
o/Administration  permotor dalam  Pemutihan Pajak perbedaan pada
@lJournal Vol.1  |meningkatkan Kendaraan Bermotor [penelitian ini
#No.1 penerimaan pajak (di Daerah Provinsi |ialah terdapat
daerah pada unit  [Jawa Timur Jombang ppada objek nya.

pelaksana teknis
badan pendapatan
daerah Provinsi
Jawa Timur di
Jombang

dikatakan sudah
efisien karena
mampu mendorong
partisipasi
masyarakat dalam
membayar pajak dan
memanfaatkan
adanya program
pemutihan tersebut
serta dapat
meningkatkan

penerimaan pajak.
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2101 uh Dina Tingkat efektivitas Berdasarkan hasil ~ |Perbedaan pada
ﬁEkasari, Febrian [penerapan penelitian mengenai |penelitian ini
OlAkbari pemutihan pajak  [Tingkat Efektivitas |adalah pada
= kendaraan Penerapan penelitian ini
= bermotor terhadap [Pemutihan Pajak menggunakan
3 peningkatan pajak [Kendaraan Bermotor janalisis rasio
if daerah (studi pada di Jawa Timur efektivitas pajak
(i unit pelaksana Malang Utara dan  |daerah.
= teknis dinas Batu Kota sudah
U] pendapatan sangat efektif karena
5, Provinsi Jawa melebih 100%, yaitu
4 Timur Malang sebesar 108,18%.
= Utara dan Batu Dan data penerimaan
| Kota pajak kendaraan
<=

bermotor dan
pencairan tunggakan
pajak kendaraan
bermotor serta
perbandingan
sebelum dan pada
saat penerapan
kebijakan pemutihan
menunjukan bahwa
kebijakan pemutihan
pajak kendaraan
bermotor tahun 2016
berkontribusi positif
terhadap peningkatan
penerimaan pajak
kendaraan bermotor
pada Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Dinas
Pendapatan Provinsi
Jawa Timur Malang
Utara dan Batu Kota.
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Pengaruh Program
Pemutihan Pajak,
Pembebasan Bea
Balik Nama dan
Sosialisasi

Berdasarkan hasil
penelitian mengenai
Pengaruh Program
Pemutihan Pajak di

Kota Padang, bahwa

Perbedaan pada
penelitian ini
ialah penelitian
ini menggunakan

metode penelitian
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IManajemen Perpajakan Pemutihan pajak kuantitatif dan
gPendidikan dan [terhadap tidak memiliki metode incidental
Allmu Sosial Kepatuhan Wajib |pengaruh signifikan sampling, metode
©\Vol.3No.1 Pajak kendaraan [terhadap kepatuhan fanalisis datanya
= bermotor pada wajib pajak. Hal ini  |menggunakan
?. Kantor Sistem dikarenakan semakin analisis regresi
iﬁ Administrasi tinggi pemutihan linier berganda
(i Manunggal Satu  |pajak yang diberikan |dan hasil
= Atap (SAMSAT) |maka kemungkinan |penelitian nya
U] Kota Padang wajib pajak untuk yaitu
5, melanggar peraturan |berpengaruh
4 perpajakan semakin |negatif dan tidak
= tinggi sehingga signifikan
| pemutihan pajak terhadap
= dapat menurunkan  |kepatuhan wajib
kepatuhan wajib pajak
pajak, hal ini
dikarenakan wajib
pajak merasa
diberikan keringanan
atas pelanggaran
yang telah dilakukan
sebelumnya sehingga
membuat wajib pajak
ot akan terindikasi
% melakukan
= pelanggaran yang
s/ sama kembali.
E.
~
2.9 Definisi Konsep
<
% Menurut Singarimbun (2006) berpendapat bahwa konsep adalah abstraksi
meggenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalis atas jumlah

kar;kteristik, kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk
-

mefberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna
-

untfk menghindari salah pengertian, maka definisi dari beberapa konsep yang

oS ]
dipat(ai dalam penelitian ini akan dikembangkan sebagai berikut :
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Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara dengan tidak mendapatkan
imbalan yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar
pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara
menyelenggarakan pemerintahan.

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah program pengampunan atau
penghapusan denda pajak yang dibebankan ke pemilik kendaraaan
bermotor.

Efisiensi adalah suatu target pencapaian guna mendapatkan pencapaian
atau hasil yang di inginkan dari program tersebut.

Kecukupan adalah untuk mengukur sejaun mana keberhasilan program
yang dilaksanakan.

Kesamaan adalah untuk mengukur sejauh mana manfaat dan kesempatan
ketika sebelum adanya program dan sesudah adanya pelaksanaan program.
Responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan
dapat memuaskan kebutuhsan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok
masyarakat tertentu.

Ketepatan adalah tepat sasaran dan merujuk pada nilai-nilai atau harga dari
tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan

tersebut.

Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan atau rincian-rincian atau kegiatan

sional dan diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur

gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut untuk menghindari
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kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan

V)

pah;;mnya maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai, yaitu: diketahui

©
indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel

ters%but.
=~
= Tabel 2.3 Konsep Operasional
f Konsep Indikator Sub Indikator
Indikator efektivitas [Efisiensi 1. Pelaksanaan Program Pemutihan
Program menurut 2. Tingkat Penerimaan Pajaki
Dunn (2003:430) Kendaraan Bermotor
2 Kecukupan 1. Pemutihan  Menaikkan  Nilai
QC) Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor
2. Pemutihan Meringankan Beban
Masyarakat
Perataan/Kesamaan (1. Manfaat Pemutihan Bagi instansi
2. Manfaat Pemutihan Bagi wajib
pajak
Responsivitas 1. Adanya Program Pemutihan
2. Pelayanan Petugas
3. Ketidakpatuhan  Wajib  Pajak
» Dalam Membayar Pajak
§ Ketepatan 1. Sasaran Program Pemutihan
< 2. Waktu Pelaksanaan  Program
% Pemutihan
g_ 3. Tujuan Program Pemutihan
Suiber: Teori Efektivitas Dunn (2003:430)
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Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir
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Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan
Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib
Pajak Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT
Samsat Simpang Tiga)

J

l

Indikator Efektivitas
Program (Dunn,
2003:430)

I

/1. Efisiensi

2. Kecukupan
3. Perataan/Kesamaan

4. Responsivitas

\5. Ketepatan

~

|

/ Hambatan dan \
Pendukung Dalam
Program Pemutihan PKB
Dalam Meningkatkan
Kepatuhan Wajib Pajak
Membayar Pajak

J

. J

\_

/ Efektif Atau Tidak Efektif Program\

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Dalam Meningkatkan Kepatuhan
Wajib Pajak Membayar Pajak di

Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang
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3.1

[

enis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

@AW

Penreliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada

tanggi melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Sugiyono (2011:11)
megc’paparkan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk
me;getahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen)
tannﬁ)a membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan
variabel yang lain. Alasan penulis dalam menggunakan metode kualitatif adalah
karena metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu

peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut

perspektif penulis sendiri.

3.2 Sumber Data
N

Adapun sumber data dlam penelitian ini adalah :

Data Primer

Menurut Martono (2015:65), data primer dalam proses penelitian
didefenisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti
langsung dari lokasi penelitian melalui utama (seperti informan melalui
wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti
sendiri. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data langsung dari
kantor UPT Samsat Simpang Tiga dengan cara melakukan wawancara

dengan responden terpilih. Wawancara yang penulis lakukan adalah

40
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dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan
sebelumnya, agar membantu berjalannya wawancara dengan baik dan
tidak keluar dari konflik dan tujuan yang telah ditentukan.

Data Sekunder

Martono (2015:66) menjelaskan bahwa dalam mengemukakan data
sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber
pertama. Dalam hal ini, penulis berada dalam posisi bukan orang pertama
yang mengumpulkan data. Maksudnya memanfaatkan data yang telah
dikumpulkan pihak lain. Dalam hal ini seperti data berita, jurnal, buku-
buku dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk melengkapi data

primer.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Obyek penelitian ini dilakukan di UPT Samsat Simpang Tiga Jalan Jend.

Sug,i)rman No. 6, Simpang Tiga, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota

-

Pel%_anbaru, Riau 28288. Dalam hal ini waktu penelitian dilakukan pada bulan

ot

Oktober 2023

I

;u
3.4cfeknik Pengumpulan Data
=

nery wisey jireAg uejpng jo A3ISIal

Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik
pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan
dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas)

dan kesahihannya (validitasnya) (Husaini Usman, 2009: 52). Kemudian
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didalam penelitian ini penulis melakukan observasi terlebih dahulu untuk
mencari masalah terkait penelitian ini.

Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara
langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang
diwawancarai disebut interviewer (Husaini Usman, 2009:55). Pada
penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara mendalam, ini
bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, sebagian besar
berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi. Pihak yang akan
diwawancarai adalah personal yang berhubungan dengan tingkat
penerimaan pajak dan kebijakan pengampunan denda pajak di UPT
Samsat Simpang Tiga.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku yang bisa dalam
bentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang
berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi,
peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto,
sketsa, dan lainnya. Dokumen yang berbentuk karya seni misalnya
gambar, film dan sebagainya (Sugiyono, 2011: 329-330).

Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu
persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh dari informasi

yang jelas, akurat, dan terpercaya. Informasi tersebut dapat berupa
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pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam

memahami persoalan atau permasalahan yang di teliti (Moleong,

Subjek dalam penelitian ini penulis tentukan dengan metode purposive

ling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan subjek dengan

pertimbangan tertentu (Sugiyono 2012:216) dengan menggunakan purposive

()]

sampling diharapkan kriteria subjek yang diperoleh benar-benar sesuai dengan

i
penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya

=

tentang objek yang diteliti. Dibawah ini merupakan table tentang informan

penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Informan

No Informan Jumlah
1 | Kepala UPT Samsat Simpang Tiga 1
2 | Kasi Penerimaan pajak 1
3 | Petugas Pajak 2
4 | Wajib Pajak 4
Total 8

neny wisey JiureAg uej[ng jo AJISIdAIU) dTWE[S] 3}e}S

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

1. Mengetahui tentang permasalahan yang diteliti
2. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Berada ditempat yang diteliti dan mudah ditemui

4. Mampu berargumentasi dengan baik

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

5. Terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti
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eknik Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis

©
datg'yang dilakukan tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data artinya
an%sis data bersifat (iteratif) berkelanjutan. Untuk penelitian ini menunjukan
-~
pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat

divﬁjudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan hanya berbentuk penjelasan

yar{y menggambarkan peristiwa, proses dan keadaan tertentu. Menurut Miles

Q

darHuberman, terdapat tiga tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara

)

unfam vyaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini

berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data

benar-benar terkumpul.

1.

nery wisey| JrredAg uejng jo AJISIdATU() dIWE[R] 3)e3S

Reduksi Data

Merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk
catatan lapangan).

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk

mengambil tindakan tentang hasil penelitian.



AVIY VISNS NIN

‘nery eysng NiN uizi edue) undede ynuaq wejep 1ul sin} eAiey yninjas neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw buele|q 'z

74
=, ==
=%

ﬂIés.

‘nery eysng NN Jefem buek uebunuaday ueyibniaw yepn uedinbuad “q

"yejesew nens uenelun neje YUy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesinuad ‘uenguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad ‘e

:Jaquuns ueyingaAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ui sin) eA1ey yninjes neje ueibeqes dynbusw Buelejq °|

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3di yeH

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
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4.1-Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
4.131 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi riau

Dinas Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan Surat Gubernur

NIN HI[!

Riaj)u) Nomor : KPTS 29/1/1974 tanggal 1 Januari 1974 Tentang Pembentukan
dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau, kemudian sejalan dengan
perl;cgémbangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan
daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka ditetapkan
pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang disahkan
oleh  Menteri Dalam  Negeri dengan Surat Keputusan  Nomor:
PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980 Tentang Pembentukan Susunan
Or%nisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat | Riau dan Surat
Ed;;Tan Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978
darfg)elaksanaan diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat | Riau Nomor:

=
KPZ¥S.286/X1/1980 Tanggal 27 November 1980.
m

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah Badan yang menjadi

F0 A3181

apafat pelaksanaan Pemerinah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam

59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

0
job)
uefing

Peggerintahan di  Daerah. Untuk lebih  mengintensifikasikan  dan

]
mepgektensifikasikan sumber-sumber penerimaan PAD, telah dibentuk dalam

45

nery wisey
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junatah 20 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan dari Badan Pendapatan

V)

Prq;ginsi Riau yang berkedudukan dimasing-masing Kecamatan Kabupaten/Kota

©
sel@yai berikut yaitu:

Tabel 4.1 Unit Pelaksana Teknis Pendapatan di Provinsi Riau

Unit Pelaksana Teknis

Alamat

UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan
Pekanbaru Kota Bapenda Provinsi Riau

JL. Gajah Mada No0.200
Pekanbaru 28116

UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan
Simpang Tiga Bapenda Provinsi Riau

JL. Jend Sudirman No.06
Simpang Tiga Pekanbaru
28284

nely exsns KBy w

UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Siak
Sri Indrapura Bapenda Provinsi Riau

JI.Sultan Syarif Kasim No.
26 Siak Sri Indrapura

SN

UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan
Bengkalis Bapenda Provinsi Riau

JI. Antara, Bengkalis

UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Duri
Bapenda Provinsi Riau

JI. Desa Harapan No. 61
Duri

UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Kota
Dumai Bapenda Provinsi Riau

JI.Sultan Syarif Kasim No.
260 Dumai

UPT Pendapatan Pengelolaan
Bangkinang Bapenda Provinsi Riau

Pendapatan

JL. Letnan Boyak No.74
Bangkinang

Pengaraian

UPT Pendapatan Pengelolaan PendapatanKomplek  Bakti  Praja

Pangkalan Kerinci Bapenda Provinsi Riau Perkantoran PEMDA
Pangkalan Kerinci No.2

UPT Pendapatan Pengelolaan PendapatanJL.  Proklamasi  Teluk

Teluk Kuantan Bapenda Provinsi Riau Kuantan

UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan PasirJL.  Diponegoro KM.2

Pasir Pengaraian

UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan
Bagan Siapiapi Bapenda Provinsi Riau

JL. Perwira No0.107 A
Bagan Siapi-api

UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan
Bagan Batu Bapenda Provinsi Riau

JL. Lancang Kuning Bagan
Batu

UPT Pendapatan Pengelolaan
Rengat Bapenda Provinsi Riau

Pendapatan

UPT Pendapatan Pengelolaan
Tembilahan Bapenda Provinsi Riau

Pendapatan

JL. SMA No.73 Rengat
JL. Pendidikan No.9
Tembilahan

UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Selat

JL. Merdeka Selat Panjang

neny wisey jiELg By n&jo ARisiaapnn Sue ] a3e3g™®
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©
L |Panjang Bapenda provinsi Riau
1& |UPT Pendapatan Pengelolaan PendapatanJL. Raya Teratak Buluh
© |Kubang Bapenda Provinsi Riau Kubang
1Z. UPT Pendapatan Pengelolaan PendapatanL. Raya Km.7 Perawang
f Perawang Bapenda Provinsi Riau
1% UPT Pendapatan Pengelolaan PendapatanJL. SM. Yamin Arengka Il
= [Panam Bapenda Provinsi Riau Pekanbaru
19 UPT Pendapatan Pengelolaan PendapatanJL. Raya  Bangkinang
= Tapung Bapenda Provinsi Riau Petapahan

Surgber : UPT Samsat Simpang Tiga Tahun 2023

)]
=L
; Hal ini tentunya berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Diﬁlés Pendapatan Provinsi Riau, Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No: 45

Tahun 2009 Tentang Uraian Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Kantor Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Riau Jalan Jendral Sudirman Nomor.6 Simpang Tiga,

Pekanbaru Telp. (0761) 7079852,7079862,7079857, Fax. (0761) 859755 Email :

bapenda@riau.go.id.

4.1.2 Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

WS

neny wisey JrredAg uejng jo AJISEPAIU) dIWe[S] 33

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Visi Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah

Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda Penyelenggaraan Pemerintah

Provinsi Riau Secara Profesional”.

Misi Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau Untuk mewujudkan dan

merealisasikan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Dinas

Pendapatan Provinsi Riau yang terdiri dari tiga misi utama, antara lain:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

secara optimal.
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2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara
profesional.
3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang

dimiliki.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendapatan Provinsi

NIN Y!tw eydio yeHq @

I‘iaLZ) berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No: 45 Tahun 2009 Tentang Uraian
din% Pendapatan Provinsi Riau, memiliki Tugas pokok melaksanakan urusan
Per?ierintah Daerah berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembentukan
bid:ng pendapatan  serta dapat ditugaskan  untuk  melaksanakan,

menyelenggarakan wewenang yang di limpahkan oleh pemerintah kepada

gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi. Fungsi :

1. Merumuskan Kebijaksanaan Pemerintah Derah Di Bidang Pendapatan
Daerah.

Mengkoordinasikan, Mamadupadankan, Menyelaraskan Dan
Menyerasikan, Kebijakan Dan Kegiatan Di Bidang Pendapatan Daerah
Menyusun Dan Melaksanakan Rencana Kerja Dan Program Pembangunan
Di Bidang Pendapatan Daerah.

Menyusun Konsep Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(RAPBD) Di Bidang Pendapatan Daerah.

Mengatur Relokasi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Yang Terkonsentrasi
Pada Kabupaten Kota Tertentu Untuk Keseimbangan Penyelenggaraan

Pembangunan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

nery wisey JrreAg uejng,yo AJISI3ATU) dIWP[S] 33ek§
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Menetapkan Target Pendapatan Daerah Dan Melaksanakan Upaya
Pencapaian Target Yang Ditetapkan.

Intesdifikasi Dan Eksensifikasi Pendapatan Daerah;

Memberikan Pelayanan Umum Dan Pelayanan Teknis Di Bidang
Pendapatan Daerah

Melaksakan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Di Bidang Pendapatan

Daerah

Z80. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Gubernur Riau.

ne

4.2 Uraian Tugas Unit Kerja (Upt) Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Adapun tugas pokok pada masing — masing Bagian pada (Upt) Dinas

Pendapatan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1.

neny wisey JiureAg uej[ng jo AJISIdAIU) dTWE[S] 3}e}S

Kepala UPT
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah
kerja satu atau sebagian daerah Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab
kepada kepala Dinas Pendapatan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Upt
Menyelenggarakan Fungsi:
a. Melaksanakan Pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP) di
wilayah kerja yang telah diteteapkan
b. Mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB,
BBN-KB kepada masyarakat
c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain

Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (persero).
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d. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli
daerah.

e. Melaksanakan tugas —tugas ketatausahaan.

f. Melaksanakan pelayanan masyarakat.

g. Memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan
selambatlambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

h. Melaksanakan tugas —tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

a. Menerima, Menganalisa dan mengendalikan administrasi surat
menyurat.

b. Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur Kklarifikasi dan
mengadakan naskah dinas dan surat menyurat.

c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta
menyusun inventarisasi data kepegawaian.

d. Menyusun rencana anggaran.

e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai.

f.  Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.

g. Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun
inventarisasi barang.

h. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan
kantor, dan keamanan.

I. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga,
kehumasan dan kearsipan.

J.  Melaksanakan tugas —tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, Mempunyai Tugas:

a.

b.

Menyusun rencana kegiatan Seksi penerimaan pendapatan daerah.
Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah
kerja Upt yang telah ditetapkan.

Pengkoordinasi dan pengelolaan pelayanan Samsat.

Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor
samsat setiap harinya.

Melaksanakan perencanaan teknis dibidang penerimaan pendapatan
daerah.

Melaksanakan pelayanan dibidang penerimaan pendapatan daerah.
Menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD).

Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penagihan Dan Pembukuan, Mempunyai Tugas :

a.

b.

Menyusun rencana kegiatan seksi penagiahan dan pembukuan.
Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan
dan pelaporan.

Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah.
Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah.
Menyusun laporan penerimaan pajak daerah.

Melaksanakan perencanaan teknis dibidang penagihan dan
pembukuan.

Melaksanakan pelayanan
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© Bak cipta milik UIN Suska Riau % M State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
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—u\/l ImxAmia_ Dilindungi Undang-Undang w W
..\ ; 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanp m lkan dan menyebutkan sumber:
A h.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, peneliti karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/\n b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar C_Z_|

SN SR AR 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

esimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan Efektivitas Program Pemutihan Pajak

araan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar

Paj?cik di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga) maka ditariklah suatu

S

kesimpulan dengan poin-poin berikut :

neLy

N

nery wisey| jrreAgue3ng jo AJISIaAru[) gjwe|s] 3je3s

Hasil penelitian dari indikator efisiensi pada program pemutihan pajak
kendaraan bermotor sudah efisien karena program pemutihan pajak
mampu meningkatkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak
sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak pada Samsat
UPT Simpang Tiga.

Hasil penelitian dari indikator kecukupan dari program pemutihan pajak
kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik karena program
pemutihan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat dan membuat
target penerimaan pajak terealisasikan.

Hasil Penelitian dari indikator perataan/kesamaan dari program pemutihan
pajak kendaraan bermotor sudah efektif dan sudah merata karena sebagian
besar wajib pajak setuju karena mereka mendapatkan manfaat selain
penghapusan denda mereka juga dapat memperpanjang STNK serta dapat
mengaktifkan kembali pajak yang telah mati.

Hasil Penelitian dari indikator responsivitas dari program pemutihan pajak

kendaraan bermotor sudah efektif karena respon masyarakat yang positif

74
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dalam menanggapi adanya program pemutihan danjuga ditandai dengan
tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak. Namun terdapat
sebagian wajib pajak yang menanggapi dengan tanggapan negatif
dikarenakan adanya keluhan-keluhan wajib pajak kepada petugas pajak
seperti pelayanan nya lambat, dan antrian  yang panjang yang
mengakibatkan wajib pajak enggan membayar pajak.

Hasil penelitian dari indikator ketepatan dari program pemutihan pajak
kendaraan bermotor sudah efektif karena sasaran yang tepat. Ketepatan ini
dapat dilihat dari data pencairan yang telah masuk di Bapenda Provinsi
Riau dan di olah untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan program
pemutihan ini dalam mendorong wajib pajak untuk tertib dalam membayar
pajak melalui program tersebut.

Faktor penghambat berjalannya program pemutihan pajak ini adalah masih
rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya
edukasi dan sosialisasi masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan
bermotor membuat masyarakat tidak dapat membayar pajakdan terjadinya
penunggakan pembayaran pajak. Sedangkan Faktor pendukung dalam
program pemutihan pajak ini adalah dengan hadirnya inovasi yaitu Samsat
Drive Thru, samsat tanjak, maupun Samsat Keliling serta memasang
informasi di sosial media mengenai program pemutihan pajak agar

jangkauan program pemutihan pajak semakin luas.
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6.2-8aran

V)

:Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait Efektivitas Program

©

Permjutinan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib

Pajgk Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga) yaitu :

NElY EBXSNS NIMA
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Perlu adanya penyadaran kepada masyarakat, serta memberikan reward
ataupun sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak melakukan
pembayaran pajak kendaraaan bermotor

Melakukan peningkatan terhadap sistem komputerisasi dan jaringan serta
peningkatan sarana dan prasarana padaprogram pemutihan pajak agar pada
saat pembayaran pajak tidak lagi menimbulkan masalah baik secara teknis

maupun praktis.
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Pératuran Gubernur Riau No 6 Tahun 2023 tentang pembebasan/pengurangan
Z  pokok pajak kendaraan bermotor serta sanksi administrasi pajak
(C” kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
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Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
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Daerah
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PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN

MOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

MEMBAYAR PAJAK DI PROVINSI RIAU (UPT SAMSAT SIMPANG

==
(@

TIGA)

Daffar Pertanyaan

%
A

==

Indikator Efisiensi (Eficiency)

L;ijnforman Instansi Samsat Simpang Tiga ( Kepala UPT/ Kasi Penerimaan
dPajak )
c

1.

w

N YXHUL[S[AILIS o

SIDATU

nery wisey JLRAGIE NG 39 £31

Apakah program pemutihan yang dilaksanakan oleh samsat simpang tiga
sudah berjalan dengan efisien?

Mengapa sudah dikatakan efisien? Dan apa upaya yang dilakukan agar
program pemutihan ini berjalan dengan baik?

Bagaimana pelayanan administratif pada program pemutihan ini?apakah
sudah efisien?

apakah pelayanan administratif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat
membayar pajak dan bisa meningkatkan penerimaan pajak?

Dengan adanya program pemutihan ini bagaimana tingkat penerimaan
pajak kendaraan bermotor? Apakah ada penaikan ataupun sebaliknya?
Bagaimana perbandingannya sebelum dan sesudah adanya program

pemutihan?

nforman Wajib Pajak

Apakah anda mengetahui terkait adanya program pemutihan ini? Apa yang
anda ketahui?

Darimana anda menegtahuinya?

Apakah menurut anda program pemutihan ini sudah efisien?

Menurut anda mengapa program ini sudah dikatakan efisien?
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Indikator Kecukupan

dnforman Instansi Samsat Simpang Tiga ( Kepala UPT/ Kasi Penerimaan

Pajak)

NelyLysng NbN ! &

Apakah program pemutihan termasuk program yang dapat menaikkan nilai
pendapatan pajak? Atau ada program lain? Kalau ada apa saja?

Apakah bisa digambarkan peningkatan/penurunanya dari tahun ke tahun?
Apakah dengan adanya program pemutihan ini cukup membantu
meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak?

Dan apakah program ini hanya membantu meringankan beban masyarakat

yang memiliki kendaraan bermotor saja?

Informan Wajib Pajak

Apakah dengan adanya program pemutihan ini membuat anda merasa
teringankan beban nya dalam membayar pajak?
Apakah anda termasuk masyarakat yang mendapatkan keringanan dalam

program pemutihan ini?

3) Indikator Perataan/Kesamaan

9]

';‘Informan Instansi Samsat Simpang Tiga ( Petugas Pajak/ Kasi

®
Penerimaan Pajak)

nery wisey jrreAgueng o AyIsIapjun) oyure]

Dari instansi samsat simpang tiga sendiri apa manfaat yang dirasakan
sejauh ini dari program pemutihan yang sudah dilaksanakan?
Dan untuk masyarakat, apakah mereka juga mendapatkan manfaat yang

sama?

forman Wajib Pajak

Apa manfaat yang anda rasakan dari program ini?
Dan apakah semua masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari

program ini?
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1) Indikator Responsivitas
Q

=

dnforman Kepala UPT Simpang Tiga (Kepala UPT/ Kasi Penerimaan
Pajak)

SNEIHGEASNS Nebr LU B

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya program pemutihan ini?
Apakah program ini layak untuk dipertahankan kedepannya?

Apakah ada keluhan masyarakat terkait pelayanan petugas disini?

Apakah pelayanan petugas mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi
kewajiban membayar pajak?

Kira-kira faktor apa saja yang membuat wajib pajak tidak patuh terhadap
kewajiban nya membayar pajak?

Lalu bagaimana tanggapan anda terhadap ketidakpatuhan wajib pajak
membayar pajak?

Apakah ada sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang tidak patuh
atau telat membayar pajak? Jika ada apa sanksi nya?

Lalu untuk wajib pajak yang patuh dan taat membayar pajak apakah ada

rewardisme yang diberikan? Jika ada seperti apa reward yang diberikan?

Informan Wajib Pajak

nery wisey jrredAg uejng go AJISIAATU() QIWP[RH 21RIS

Bagaimana respon anda ketika diadakannya program pemutihan ini?
Menurut anda apakah program ini layak untuk dipertahankan kedepannya?
Bagaimana pelayanan petugas ketika anda membayar pajak?

Adakah keluhan anda terhadap pelayanan petugas pajak? Seperti apa
keluhan itu?

Apakah anda termasuk wajib pajak yang tidak taat membayar pajak? Apa
alasannya?

Apa faktor-faktor yang membuat anda tidak patuh terhadap kewajiban

anda membayar pajak?
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B) Indikator Ketepatan

e

dnforman Petugas Pajak

Siapa sebenarnya yang menjadi target utama dari program ini? Apakah
hanya masyarakat yang memakai kendaraan bermotor saja atau apakah ada

wajib pajak yang lainnya?

©

o9

3

=

(=

Z. Apakah waktu yang digunakan sudah cukup efektif?

8. Apa sebenarnya tujuan pelaksanaan program pemutihan ini? Apakah ada
=

= poin-poin yang hendak dicapai?

%L Apakah tujuan dari program pemutihan ini sudah terwujud?

QO
=

Informan Wajib Pajak

1. Apakah anda termasuk target dari program pemutihan ini? Apa alasannya?

2. Apa tujuan anda mengikuti program pemutihan ini?
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Mf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
:ed b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Wawancara Bersama Ibu Ratna dan Bapak Ardiansyah Selaku Wajib Pajak UPT

Samsat Simpang Tiga
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Mf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
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UIN SUSKA RI1AU

Tt

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

‘yejese

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAR SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
ase Loial g ayalais] | aglel als

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

JIl. H.R. Socbrantas No, 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbdny 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. Www.uin-suska.ac,id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

: B-7455/Un.04/F. VII/PP.00.9/12/2023 Pekanbary, 14 Desember 2023 M
© Biasa I Jumadil Akhir 1445 H
. lIzin Riset

Kepada

nery wr

Yth. Kepala Kantor

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan llmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama . Dewi Puspita San
NIM. : 12070523391
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Efcktivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak di Provinsi
Riau Tahun 2023 (UPT Samsat Simpang Tiga)” Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
Dekan,

Ay,

. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 7 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubemur Riau
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761)3%3117PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61600
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dan : Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial UIN Suska Riau, Nomor :
B-7455/Un.04/F.VIVPP.00.9/12/2023 Tanggal 14 Desember 2023, dengan ini memberkan rekomendasi kepada:

1. Nama . DEVI PUSPITA SARI

2. NIM / KTP 12070523391

3. Program Studi . ADMINISTRASI NEGARA

4. Jenjang . 81

5. Alamat :  PEKANBARU

6. Judul Penelitian . EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK DI PROVINS! RIAU (UPT SAMSAT SIMPANG TIGA)

7. Lokasi Penelitian . BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU (UPT SAMSAT SIMPANG TIGA)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang teiah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Januari 2024

Dvtandatangan: Secara Eledtrond Melabu
Sistern Informas: Managermen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru

Dekan Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

bON~

‘yejeset
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284,
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755,
Laman https://bapenda.riau.go.id, Pos-el bapenda@riau.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 000.9.2/SK/BAPENDA/I/0049

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEVI PUSPITA SARI

Tempat/Tgl lahir  : Sungai Dua, 31 Maret 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM 112070523391

Program Studi : ADMINISTRAS|I NEGARA

Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Riset/Pra Riset pada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPT) Simpang Tiga
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 31 Januari s.d. 06 Februari 2024,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

MEFALL RABAS PENVAARATAS RN
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